
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI PEI{YELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja
penyelenggara perizinan dan non perizinan, perlu
diberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara
pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan
kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi
Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat ([rmbaran
Negara Republik Indonsia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
29071;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
66e71;

3. Undang-Undang.... / 2f

Mengingat

Menimbang



3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lemabran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O1);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapalali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22, Tarlrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Nagara Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

9. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);

10. Peraturan.... / 3
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202L tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2L tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Recana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Ragka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r1;

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tettang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (kmbaran Negara
Repubklik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 22 1);

15. Peraturan Presiden Nomor Nomor 9l Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2 1O);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 20la Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2O17
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

19. Peraturan..../4
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerl'a Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022
Nomor 18);

20. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun
2023 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Papua
TengahTahun 2023 Nomor 120;

21. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2O23 Nomor 13);

Surat Kepala Dinas Penanamal Modal dal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Nomor:
8OO / 07 4.I I ilL24lDPMPfSP Tanggal 13 Maret 2024 Perihal
Permohonar Penerbitan Keputusan Gubernur Papua
Tengah;

MEMUTUSKAN:

KEEMPAT..../5
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: PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI :

PEI{YELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

: Menetapkan Pemberian T\rnjangan Khusus bag,
Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

: Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Gubernur ;

2. Sekretaris Daerah;
3. Kepala DPMPTSP;
4. Kepa-la BPPKAD;
5. KepalaBAPPERIDA;
6. Kepala Biro Hukum;
7. Sekretaris Dinas PMPTSP;
8. Kasubag Umum DPMPTSP dan;
9. Pelaksana DPMPISP.

: Besaran tunjangan khusus bagi penyelenggara Perizinan
dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan dengan
mempertimbangkan asas kepatuhan, kewajaran dan
rasionalitas sesuai dengan beban tanggungiawab masing-
masing.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA diberikan setiap bulan dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut, terhitung mulai bulan Januari
2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 April 2024

B. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T'rD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760604200212 I OO2

Sa-linan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepa-la Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.


